PRESIDEN
REFPUBLIK INDOMNESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 1980
TENTANG
UANG REPRESENTASI BAGI MISI/DELEGAS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa jumlah uang representas yang diberikan kepada mis/delegas resmi dari
Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana tercantum daam Keputusan Presidium
Kabinet Nomor 62/EK/KEP/10/1966 sudah tidak sesual lagi dengan keadaan,
sehingga karenaitu perlu disesuaikan;

Mengingat . Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN
Dengan mencabut Keputusan Presidium Kabinet Nomor 62/EK/KEP/10/1996;

Menetegpkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG UANG
REPRESENTASI BAGI MISI/DELEGAS!.

Pasal 1
Y ang dimaksud dalam Keputusan Presden ini dengan mis/delegas adalah perutusan resmi Pemerintah
Republik Indonesia ke negaralain atau ke suatu Konperens Internasiona untuk melakukan tugas resmi
dari Pemerintah.

Pasal 2
Setigp mid/delegas resmi Pemerintah Republik Indonesa untuk tujuan keluar negeri baik untuk

kunjungan ke suatu negara, maupun untuk konperens Internasiond ditetapkan dengan Keputusan
Presiden.


http://www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 3

(1) Kepada suatu mis/delegas  resmi Pemerintah Republik Indonesia dapat  diberikan uang
representas.

(2) Uang representad diberikan kepada Ketua mis/delegad, untuk kepentingan kelancaran tugasmid
delegas.

(3) Uang representas ini diberikan disamping uang perjalanan dines ke luar negeri seusai dengan
peraturan perundang- undangan yang berlaku dan dibebankan kepada anggaran Departemen yang
bersangkutan.

(4) Besarnya uang representas ditetgpkan sebagal berikut :

a Apabla mis/ddegas dipimpin oleh seorang Menteri, seorang Pimpinan Lembaga
Tertinggi/Tinggi Negara atau Pejabat yang dipersamakan, setinggi-tingginya US$ 4.000 (empat
ribu dollar Amerika Serikat);

b. Apabila mis/ddegas dipimpin bukan oleh Menteri aau bukan Pimpinan Lembaga
Tertinggi/Tinggi Negara, setinggi-tingginya US$ 2.000 (duaribu dollar Amerika Serikat).

Pasal 4
Penentuan mengenal  jumlah anggota rombongar/petugas-petugas yang termasuk  mis/delegas
ditetapkan dengan mengingat :
a Tersedianya anggaran pada masing-masing Departemen/Lembaga;
b. Pertimbangan mengenai keadaan Negara yang akan dikunjungi, jumliah Negara yang dikunjungi,
lama perjalanan dan jumlah anggota mis/delegas.
Pasal 5

Penentuan mengenal  jumlah anggota rombongar/petugas-petugas yang termasuk mis/delegas
ditetgpkan oleh Predden atau pegabat yang ditunjuknya dengan mempertimbangkan segi efisend
pel aksanaan tugas dan penghemeatan biaya yang tersedia.
Pasal 6
Keputusan Presden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
padatanggd 1 Juli 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SOEHARTO
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